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Pemberhentian sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan
kebijakan yang bertujuan untuk menjaga disiplin dan profesionalisme ASN dalam
menjalankan tugasnya. Kebijakan ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keadaan ini
menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga disiplin dan integritas di kalangan
ASN serta memastikan bahwa proses pemberhentian sementara dilakukan secara
adil. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini sering kali menghadapi
tantangan, seperti kurangnya implikasi kebijakan dalam sistem birokrasi,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi kebijakan
pemberhentian sementara terhadap peningkatan disiplin  ASN dalam perspektif
reformasi  birokrasi di Kabupaten Bireuen. Selain itu, penelitian ini juga
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta upaya yang dapat dilakukan
untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
empiris, yang mengkombinasikan kajian terhadap regulasi dengan studi lapangan
melalui wawancara dan analisis data di Kabupaten Bireuen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi kebijakan ini menunjukkan
dampak positif. Namun penerapan kebijakan pemberhentian sementara di
Kabupaten Bireuen masih mengalami berbagai hambatan, seperti birokrasi yang
berbelit, kurangnya kesadaran ASN terhadap disiplin kerja, serta lemahnya
pengawasan dari pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam
sistem administrasi, penguatan regulasi, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi
bagi ASN agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung
reformasi birokrasi dan membangun budaya disiplin yang mampu mendukung
penegakan kebijakan secara konsisten.
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The temporary suspension of Aparatur Sipil Negara (ASN) is a policy aimed at
maintaining discipline and professionalism among ASN in carrying out their duties. This
policy is regulated under various legal frameworks, including Law Number 20 of 2023 on
ASN and Government Regulation Number 94 of 2021 on Civil Servant Discipline. This
situation reflects the government's efforts to uphold discipline and integrity among ASN
and ensure that the suspension process is conducted fairly. However, in its
implementation, this policy often faces challenges, such as a lack of policy implications
within the bureaucratic system.

This study aims to analyze the implications of the temporary suspension policy
on improving ASN discipline from the perspective of bureaucratic reform in Bireuen
Regency. Additionally, this study identifies inhibiting factors and explores efforts to
overcome obstacles in implementing the policy.

The research employs an empirical juridical approach, combining regulatory
analysis with field studies through interviews and data analysis in Bireuen Regency.

The findings indicate that although the regulations are quite comprehensive, the
implementation of the temporary suspension policy still encounters various obstacles,
such as convoluted bureaucracy, a lack of awareness among ASN regarding work
discipline, and weak supervision by the authorities. Therefore, improvements in
administrative systems, regulatory strengthening, and enhanced socialization and
education for ASN are needed to ensure the policy's effectiveness and support
bureaucratic reform.
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